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ABSTRAK 

Strategi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku 
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 

Rina Martina P., Hidayaturahmi 
rinacintafisika@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 
 
Penelitian ini menganalisis strategi penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku 
(KEKP) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghadapi tren 
peningkatan pengaduan etik periode 2020-2024. Permasalahan utama adalah 
mengapa terjadi tren kenaikan pengaduan etik yang mencapai 188 kasus dengan 
117 pegawai terlibat, serta bagaimana merumuskan strategi penegakan KEKP yang 
lebih efektif. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis tren 
kenaikan pelanggaran etik serta merumuskan strategi penegakan yang lebih efektif. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang terdiri dari Dewan 
Pengawas, manajemen SDM, dan pegawai KPK, serta studi dokumentasi. Analisis 
data menggunakan model Miles dan Huberman diperkuat dengan analisis SWOT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengaduan disebabkan oleh 
meningkatnya kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan Dewan Pengawas, 
transisi status kepegawaian menjadi ASN, serta dinamika tekanan kerja dan konflik 
kepentingan. Strategi yang dirumuskan mencakup penguatan sistem pencegahan 
melalui digitalisasi pengawasan berbasis AI, penguatan mekanisme deteksi dini, 
peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan etika berkelanjutan, dan penguatan 
budaya organisasi melalui sistem reward and punishment yang adil serta 
keteladanan pimpinan. Rekomendasi meliputi implementasi roadmap penguatan 
integritas secara bertahap, harmonisasi penegakan etik dengan sistem disiplin ASN, 
serta pembentukan unit khusus pencegahan pelanggaran etik yang terintegrasi 
dengan manajemen SDM. 
 
Kata Kunci: Kode Etik; KPK; Compliance Theory; Manajemen SDM; Penegakan 
Etika
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ABSTRACT 

Strategy for Enforcement of The Code of Ethics and Code of Conduct                       
for Corruption Eradiction Comission Employee 

Rina Martina, Hidayaturahmi 
rinacintafisika@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 
 

This research analyzes the enforcement strategy of the Code of Ethics and Code of 
Conduct (KEKP) for Corruption Eradication Commission (KPK) employees in 
addressing the increasing trend of ethics complaints during 2020-2024. The main 
problems are why there is an increasing trend in ethics complaints reaching 188 
cases involving 117 employees, and how to formulate a more effective KEKP 
enforcement strategy. The research objectives are to identify and analyze the 
increasing trend of ethical violations and formulate a more effective enforcement 
strategy. The study employs a qualitative approach with data collection through in-
depth interviews with eight informants consisting of the Supervisory Board, HR 
management, and KPK employees, as well as documentation studies. Data analysis 
uses the Miles and Huberman model strengthened by SWOT analysis. Research 
findings indicate that the increase in complaints is caused by growing trust in the 
Supervisory Board oversight mechanism, transition to civil servant status, and 
dynamics of work pressure and conflicts of interest. The formulated strategy 
includes strengthening the prevention system through AI-based oversight 
digitalization, strengthening early detection mechanisms, enhancing HR capacity 
through continuous ethics training, and strengthening organizational culture 
through fair reward and punishment systems and leadership exemplarity. 
Recommendations include phased implementation of an integrity strengthening 
roadmap, harmonization of ethics enforcement with civil servant discipline systems, 
and establishment of a specialized ethics violation prevention unit integrated with 
HR management. 
 
Keywords: Code of Ethics; CEC; Compliance Theory; HR Management; Ethics 
Enforcement 
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PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

        Korupsi adalah masalah global yang mendapat perhatian serius di setiap 

negara, terutama di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Pemerintah di 

negara-negara Asia Tenggara mengharapkan berbagai tindakan untuk 

memerangi korupsi, seperti membentuk lembaga antikorupsi (Quah, 2020). 

Singapura menjadi pelopor dalam pembentukan lembaga antikorupsi di 

kawasan Asia Tenggara dengan memiliki lembaga antikorupsi independen yang 

disebut Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB) sejak tahun 1952. 

Malaysia juga memiliki lembaga antikorupsi Malaysian Anti-Corruption 

Commission (MACC) yang didirikan pada tahun 2009, sebagai transformasi dari 

lembaga Anti-Corruption Agency yang berdiri sejak tahun 1967 (Kapeli & 

Mohamed, 2018). Brunei Darusalam membentuk AntiCorruption Bureau (ACB) 

pada tahun 1982 (Jones, 2016). 

Negara-negara ASEAN lainnya juga tidak ketinggalan dalam membentuk 

lembaga serupa. Pada tahun 1997, Thailand membentuk National Counter 

Corruption Commission (NCCC). Setelah diberi nama Anti-Corruption 

Activities Unit (ACAU) pada tahun 1999 dan Anti-Corruption Unit (ACU) pada 

tahun 2006, Kamboja membentuk National Anti-Corruption Council (NACC) 

pada tahun 2010. Laos juga memiliki lembaga antikorupsi, State Inspection and 

Anti-Corruption Authority (SIAA), yang didirikan pada tahun 1983. Pada tahun 

2014, peran lembaga ini menjadi lebih luas. 

Tren pembentukan lembaga antikorupsi di kawasan Asia Tenggara 

menunjukkan kesadaran kolektif negara-negara ASEAN akan pentingnya 

institusi khusus dalam memerangi korupsi. Dalam konteks regional ini, 

Indonesia tidak mau tertinggal dan sebagai respon terhadap desakan reformasi 

dan tuntutan pemberantasan korupsi pasca Orde Baru, Indonesia juga 
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membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002(ONACC, 

2015). 

Berbeda dengan lembaga antikorupsi di negara-negara ASEAN lainnya, 

KPK Indonesia dirancang dengan kewenangan yang lebih luas dan bersifat 

superbody. KPK dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan menjadi lembaga negara 

dalam rumpun kekuasaan eksekutif. KPK melaksanakan tugas dan 

wewenangnya sendiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun yang diberi 

wewenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. 

Sejak kelahirannya, KPK menjadi trigger mechanism institusi independen 

yang dapat memberdaya atas skeptisme publik terhadap lemahnya penegakan 

hukum. KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan 

luar biasa (extra ordinary power) yang berlainan dengan institusi penegak 

hukum yang lain. KPK memiliki kewenangan yang mendasar sebagai front-gate 

eksistensi KPK, yaitu pada tahap penyelidikan untuk menemukan bukti 

permulaan yang cukup yang ditentukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, 

termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, 

diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik, juga bisa 

meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan Tersangka (tanpa izin 

Bank Indonesia), menyadap/ merekam pembicaraan, tidak memerlukan ijin 

untuk memeriksa pejabat negara dan lainnya (Adji, 2015). 

KPK memiliki tugas utama pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Secara rinci, tugas KPK berdasarkan amanat Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu 

melakukan: (a) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak 

Pidana Korupsi; (b) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan 

pelayanan publik; (c) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, 
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(d) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; (e) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

Tindak Pidana Korupsi; dan (f) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim 

dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Secara konseptual, penempatan fungsi pencegahan di urutan pertama 

dalam tupoksi KPK mencerminkan filosofi "prevention is better than cure" 

dalam pemberantasan korupsi. Ruang lingkup tugas pencegahan adalah 

serangkaian kegiatan yang mencakup beberapa wewenang sebagaimana diatur 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu: (a) melakukan pendaftaran dan 

pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; (b) 

menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; (c) menyelenggarakan 

program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; (d) 

merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi; (e) melakukan kampanye anti Korupsi kepada masyarakat; dan 

(f) melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Logika sebab-akibat dari ditempatkannya fungsi 

pencegahan di urutan pertama dalam tugas KPK adalah jika tindakan 

pencegahan dilakukan secara efektif melalui pendidikan, sosialisasi, dan 

kampanye antikorupsi, maka tindakan korupsi akan semakin berkurang karena 

telah dicegah sedini mungkin. Idealitas ini mengandaikan bahwa KPK sebagai 

institusi pencegahan korupsi harus terlebih dahulu "bersih" secara internal untuk 

dapat menjadi role model bagi lembaga-lembaga lain. 

Dalam menjalankan tugas-tugas strategis tersebut, KPK didukung oleh 

sumber daya manusia yang terdiri dari dua kategori utama, yaitu Pegawai Tetap 

KPK dan Pegawai Negeri yang Ditugaskan (PNyD). Pegawai Tetap KPK 

merupakan pegawai yang direkrut langsung oleh KPK dan memiliki status 

kepegawaian khusus di bawah otoritas penuh lembaga ini. Sementara itu, PNyD 

adalah pegawai negeri sipil dari berbagai kementerian dan lembaga yang 
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ditugaskan untuk memperkuat kapasitas operasional KPK dalam periode 

tertentu. PNyD berasal dari instansi-instansi strategis seperti Kementerian 

Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan lembaga pemerintah lainnya. Keberadaan PNyD menjadi 

penting dalam mendukung tugas-tugas khusus yang membutuhkan keahlian 

teknis tertentu, seperti audit keuangan, investigasi, dan penegakan hukum. 

Model kolaboratif ini mencerminkan semangat sinergi antarinstansi dalam 

memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara nasional. 

Sebagai lembaga negara yang memiliki mandat pemberantasan korupsi, 

KPK menawarkan sistem remunerasi yang kompetitif untuk menarik dan 

mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas 

tinggi. Berdasarkan data yang tersedia, rentang gaji pegawai KPK bervariasi 

tergantung pada golongan, jabatan, dan masa kerja. Untuk pegawai tingkat 

pelaksana atau staf, gaji berkisar antara Rp 7 juta hingga Rp 15 juta per bulan. 

Pegawai pada jenjang fungsional dan struktural menengah seperti kepala seksi 

atau analis memiliki rentang gaji antara Rp 15 juta hingga Rp 30 juta per bulan. 

Sementara itu, untuk pejabat eselon tinggi seperti direktur atau deputi, gaji dapat 

mencapai Rp 30 juta hingga Rp 60 juta per bulan. Sistem remunerasi ini 

dirancang tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas tanggung jawab yang 

diemban, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk menjaga integritas pegawai 

agar tidak terjerumus ke dalam praktik korupsi. Dengan penghasilan yang 

memadai, diharapkan pegawai KPK dapat fokus menjalankan tugas mulia 

pemberantasan korupsi tanpa tergoda oleh godaan korupsi. 

Efektivitas KPK dalam menjalankan tugas mulia tersebut menghadapi 

tantangan yang semakin kompleks, terutama setelah terjadinya perubahan status 

kelembagaan. Meskipun KPK memiliki mandat yang komprehensif dengan 

pencegahan sebagai prioritas utama, realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

upaya tersebut masih menghadapi tantangan berat yang tercermin dari masih 

tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang menyebar di ketiga cabang 
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kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Data objektif dari Indeks 

Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency International (TI) 

menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi yang belum ideal. 

Laporan survei TI pada tahun 2024 menempatkan IPK Indonesia pada angka 37 

dan menduduki peringkat 99 dari 180 negara yang disurvei (TII, 2024). 

Dalam menyikapi tugas dan wewenang yang luar biasa tersebut, 

masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap kinerja dan integritas 

KPK (Adji, 2015). Mengacu hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2025, 

citra positif pada KPK sebesar 72,6 persen mencerminkan kepercayaan publik 

yang masih tinggi, disusul Kejaksaan Agung (70 persen), Mahkamah Konstitusi 

(69,1 persen), Mahkamah Agung (69 persen), dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia di urutan paling buncit (65,7 persen) (Kompas, 2025). Gerak KPK di 

awal kepemimpinan baru turut berkontribusi pada citra dan tingkat kepuasan 

publik tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian, masyarakat 

memiliki harapan berlebihan searah dengan kewenangan progresif yang dimiliki 

KPK (Adji, 2015). Namun, peneliti Transparency International Indonesia (TII), 

melihat citra positif KPK yang meningkat itu sebagai sinyal kerinduan yang 

besar dari publik terhadap institusi KPK. Publik merindukan KPK yang kembali 

berani, tak pandang bulu terhadap koruptor, dan punya standar integritas internal 

yang tak kompromistis (Salam, 2025). 

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 37B 

ayat (1) huruf c, untuk menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan 

Pegawai KPK. Hal ini bertujuan agar secara internal seluruh Pegawai KPK 

memiliki sikap dan perilaku yang antikorupsi pula. Setiap Pegawai KPK wajib 

tunduk dan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP) yang 

ditetapkan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. 

Dewas KPK memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga etika 

Pegawai KPK dengan wewenang untuk memastikan bahwa setiap Pegawai KPK 
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mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Dewas KPK bertanggung jawab 

untuk mengevaluasi dan mengawasi implementasi KEKP Pegawai KPK secara 

ketat, serta memberikan sanksi atau rekomendasi perbaikan jika ditemukan 

pelanggaran. Selain itu, Dewas KPK juga berperan dalam memberikan arahan 

dan bimbingan kepada Pegawai KPK terkait etika dan perilaku yang diharapkan, 

serta menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan etik 

di lingkungan KPK. 

Peran Dewas sebagai mekanisme kontrol etika yang dirancang untuk 

memperkuat tata kelola internal KPK. Keberadaan Dewas menjadi bagian 

integral dari sistem check and balance di KPK, sekaligus memastikan bahwa 

nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas terjaga dalam setiap 

pelaksanaan tugas. 

Data pengaduan etik pada periode 2020-2024 menunjukkan dinamika 

pelaksanaan pengawasan etika internal yang semakin aktif. Fluktuasi jumlah 

pengaduan dapat dimaknai sebagai refleksi bahwa mekanisme pelaporan dan 

penanganan etik dalam KPK berjalan dan digunakan secara nyata oleh para 

pemangku kepentingan internal. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem 

penegakan KEKP berada dalam proses konsolidasi yang memerlukan evaluasi 

dan penguatan berkelanjutan agar dapat semakin adaptif terhadap tantangan 

organisasi. Dalam Gambar 1.1 di bawah memperlihatkan fluktuasi, dari 20 kasus 

(2020), meningkat drastis menjadi 38 kasus (2021), kemudian 26 kasus (2022), 

dan mencapai puncaknya di 65 kasus (2023), sebelum turun menjadi 39 kasus 

(2024). Peningkatan pengaduan etik di tahun 2023 yang mencapai 65 kasus, 

lebih dari tiga kali lipat dibanding 2020, dapat diinterpretasikan sebagai 

meningkatnya kepercayaan internal terhadap mekanisme pengawasan Dewas. 
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Gambar 1.1 Infografis Penanganan Pengaduan Etik 2020-2024 

 

Sumber: KPK (2025) 

Berdasarkan Laporan Tahunan Dewan Pengawas KPK, tercatat berbagai 

bentuk pelanggaran yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

bersinggungan dengan ranah pidana dan moralitas yang serius. 

Pada periode 2020-2024, keteladanan integritas yang diharapkan belum 

sepenuhnya terwujud, tercermin dari serangkaian kasus pelanggaran etik yang 

melibatkan berbagai level jabatan, mulai dari pegawai hingga Pimpinan KPK. 

Kasus-kasus menonjol yang mencederai kepercayaan publik antara lain adalah 

penyidik KPK yang memeras pejabat berperkara pada tahun 2021, pencurian 

barang bukti emas batangan seberat 1,9 kg oleh pegawai pada tahun 2021, 

hingga kasus pungutan liar (pungli) masif di Rutan KPK yang terungkap pada 

tahun 2023. Selain itu, pelanggaran terhadap nilai dasar integritas juga 

ditemukan dalam bentuk perselingkuhan, tindakan asusila, pemalsuan tanda 

tangan, hingga penggelapan uang perjalanan dinas. 
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Sidang etik yang pernah diselenggarakan oleh Dewas terhadap 

pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai KPK sebanyak 26 sidang dari 32 

sidang. Rekapitulasi jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran etik periode 

2020-2024 ditampilkan dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai yang Melanggar Etik Periode 2020-2024 

No Kategori Pegawai Jumlah Pegawai 
1. Deputi atau yang disetarakan 0 

2. Direktur atau yang disetarakan  3  

3. Kepala Bagian atau yang disetarakan 3 

4. Fungsional Keahlian 16 

5. Fungsional Keterampilan 3 

6. Pelaksana 92 

Total 117 
Sumber: diolah peneliti 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa selama periode 2020 – 

2024, pelanggaran etik di lingkungan KPK melibatkan berbagai jenjang jabatan 

pegawai dengan total 117 orang. Komposisi pelanggar etik tersebut 

menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya terjadi pada level pelaksana, tetapi 

juga menjangkau jenjang struktural dan fungsional di dalam organisasi. 

Dari total 117 pegawai yang terlibat, kelompok pelaksana menempati 

proporsi terbesar dengan jumlah 92 orang, atau sekitar 78,6 persen dari 

keseluruhan kasus. Dominasi angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas 

pelanggaran etik dilakukan oleh pegawai pada level operasional, yang 

berinteraksi langsung dengan pelaksanaan tugas sehari-hari KPK. Sementara itu, 

pegawai fungsional keahlian menempati posisi kedua dengan 16 orang 

pelanggar (13,7 persen), diikuti oleh pegawai fungsional keterampilan sebanyak 

3 orang (2,6 persen). 

Adapun pada level struktural, tercatat 3 orang Direktur atau yang 

disetarakan dan 3 orang Kepala Bagian atau yang disetarakan melakukan 

pelanggaran etik selama periode tersebut. Meskipun jumlahnya relatif kecil, 

keterlibatan pejabat struktural menunjukkan bahwa permasalahan etika tidak 

hanya terbatas pada jenjang pelaksana, tetapi juga telah menyentuh level 



9 
 

kepemimpinan menengah dalam struktur organisasi KPK. Tidak terdapat 

pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai pada level Deputi atau yang 

disetarakan, yang menunjukkan adanya kesadaran etik yang relatif lebih tinggi 

di tingkat pimpinan utama. Meskipun demikian, data tersebut juga 

menggambarkan bahwa upaya penegakan KEKP masih memerlukan 

optimalisasi untuk secara konsisten mendukung pembentukan budaya organisasi 

yang berlandaskan nilai-nilai dasar KPK, yaitu integritas, sinergi, keadilan, 

profesionalisme, dan kepemimpinan. Beberapa kasus yang muncul pada kurun 

waktu tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam 

internalisasi nilai serta pengawasan perilaku pegawai. Zakaria et al. (2023) 

menegaskan bahwa dinamika organisasi, termasuk tekanan eksternal maupun 

internal, dapat memengaruhi kualitas tata kelola etik di institusi yang memiliki 

mandat pemberantasan korupsi. 

Kasus pelanggaran etik yang terjadi di lingkungan Rumah Tahanan KPK 

Jakarta, sebagaimana dianalisis oleh Meagan Tan & Rahaditya (2024), 

menunjukkan bahwa tantangan implementasi KEKP tidak lepas dari 

kompleksitas operasional lembaga. Temuan tersebut memberikan ilustrasi 

bahwa penguatan integritas pada tataran operasional perlu terus diakselerasi 

melalui pengawasan, pendidikan etik, dan perbaikan sistem. Sejalan dengan itu, 

Ode & Ramayana (2024) menekankan bahwa setiap bentuk ketidaksesuaian 

dengan KEKP berpotensi berdampak pada persepsi publik, efektivitas kerja 

organisasi, serta legitimasi moral KPK sebagai institusi yang mengedepankan 

integritas. 

Dalam konteks kelembagaan, pelanggaran etik tidak hanya berkaitan 

dengan perilaku individu, tetapi juga memengaruhi ekosistem kerja sama, baik 

dengan masyarakat, dengan lembaga pemerintahan lain, maupun pemangku 

kepentingan internasional. Potensi penurunan kepercayaan publik dapat 

menimbulkan implikasi lanjutan bagi efektivitas strategi pencegahan dan 

penindakan korupsi. Oleh karena itu, upaya memperkuat sistem pengawasan etik 

merupakan bagian integral dari strategi menjaga kredibilitas kelembagaan. 
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Secara empiris, dinamika tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode 

etik masih menghadapi berbagai tantangan institusional yang memerlukan 

respons kebijakan yang lebih komprehensif. Sebagai lembaga yang memegang 

peran sentral dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK telah 

menempatkan integritas dan kepatuhan etik sebagai fondasi penting tata kelola 

internalnya. Melalui mekanisme pengawasan Dewan Pengawas, KPK 

menunjukkan komitmen untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai 

standar etik yang berlaku. Transparansi dalam penyajian data pengaduan etik 

juga mencerminkan akuntabilitas KPK kepada publik serta upayanya menjaga 

kepercayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kesenjangan antara 

idealitas etika kelembagaan dan dinamika empiris di lapangan, diperlukan 

strategi penegakan KEKP yang lebih terstruktur, adaptif, dan berorientasi pada 

pembelajaran organisasi. Penguatan etika internal bukan semata-mata kebutuhan 

administratif, tetapi merupakan prasyarat bagi keberlanjutan efektivitas KPK 

dalam menjalankan mandat pencegahan dan pemberantasan korupsi secara 

kredibel. Urgensi inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian mengenai 

“Strategi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Komisi

Pemberantasan Korupsi.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah penelitian 

yang dapat diambil yaitu: 

1. Data pengaduan etik pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang 

meningkat. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa mekanisme pelaporan 

berjalan dengan baik, namun sekaligus menegaskan perlunya evaluasi 

berkelanjutan terhadap efektivitas proses pengawasan, penanganan, dan 

pencegahan pelanggaran etik. 

2. Munculnya beberapa kasus pelanggaran etik pada tataran operasional 

menunjukkan bahwa internalisasi nilai integritas, profesionalisme, dan 

akuntabilitas masih perlu diperkuat secara lebih sistematis. Hal ini penting 
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agar seluruh pegawai dapat secara konsisten menghayati standar perilaku 

yang ditetapkan organisasi. 

3. Dalam lembaga yang memegang mandat antikorupsi, setiap ketidaksesuaian 

perilaku pegawai berpotensi berdampak pada persepsi publik. Meskipun 

kepercayaan masyarakat terhadap KPK tetap tinggi, dinamika ini 

menunjukkan perlunya strategi preventif dan korektif yang lebih kuat untuk 

menjaga legitimasi moral lembaga. 

4. Filosofi dasar penempatan fungsi pencegahan sebagai tugas pertama KPK 

mengandaikan bahwa integritas internal merupakan prasyarat keberhasilan 

strategi pencegahan. Oleh karena itu, efektivitas program pencegahan akan 

sangat bergantung pada konsistensi etika pegawai, sehingga diperlukan 

strategi penegakan KEKP yang lebih terintegrasi dengan agenda pencegahan 

korupsi secara menyeluruh. 

C. Rumusan Permasalahan 

Agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka peneliti harus 

merumuskan masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengapa terjadi tren kenaikan pengaduan Kode Etik dan Kode Perilaku 

Pegawai KPK periode 2020-2024? 

2. Bagaimana strategi penegakan KEKP bagi Pegawai KPK yang lebih efektif? 

D. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada uraian pada latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tren kenaikan pelanggaran Kode Etik dan 

Kode Perilaku Pegawai KPK. 

2. Merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penegakan KEKP bagi 

Pegawai KPK. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat praktis: 

a. Memberikan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme penegakan 

KEKP bagi Pegawai KPK. 

b. Dorogan bagi Pegawai KPK agar meningkatkan pemahaman tentang 

pentingnya implementasi KEKP dalam pelaksanaan tugas. 

2. Manfaat akademik: 

Memberi kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan khusunya pada 

pengembangan teori penegakan KEKP di lingkup Aparatur Sipil Negara 

(ASN). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang sudah peneliti sajikan 

pada bab sebelumnya. Penelitian ini menganalisis fenomena kenaikan tren 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai KPK Periode 2020-2024 yang 

didasarkan pada kerangka Compliance Theory Etzioni yang mengintegrasikan 

tiga peran kekuasaan (coercive, utilitarian, dan normative) serta menentukan 

menggunakan analis SWOT dengan IFAS dan EFAS untuk menentukan strategi, 

dan ditemukan bahwa: 

1. Faktor Penyebab Tren Kenaikan Pelanggaran Kode Etik dan Kode 

Perilaku Pegawai KPK 

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap fenomena kenaikan tren 

pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai KPK periode 2020-2024, 

penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang paling 

berdampak sebagai berikut: 

a. Krisis Keteladanan Pimpinan 

b. Melemahnya Identitas Kelembagaan Pasca-Transisi ASN 

c. Lemahnya Sistem Sanksi dan Pengawasan 

d. Gap Internalisasi Nilai: Pemahaman Kognitif tanpa Komitmen Perilaku 

e. Transfer Budaya Koruptif dan Kelemahan Screening Rekrutmen 

2. Strategi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai KPK 

Berdasarkan analisis SWOT dengan posisi Kuadran I (Agresif), strategi 

yang paling tepat adalah Strategi Penguatan Integritas Berbasis Ekosistem 

Digital dan Keteladanan yang mengintegrasikan enam pilar: 

a. Digitalisasi Ekosistem Internalisasi Etik Berbasis Pembelajaran Adaptif 

b. Penguatan Sistem Pengawasan Preventif Berbasis Data Analytics 

c. Transparansi dan Pembelajaran Organisasional Berbasis Publikasi Pola 

Pelanggaran 
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d. Standardisasi dan Integrasi Penanganan Tri-Partite (Etik-Disiplin-

Pidana) 

e. Menumbuhkan Kepemimpinan Etis melalui Program Keteladanan 

Berjenjang 

f. Penguatan Mekanisme Clearance Etik Terintegrasi dalam Seluruh Talent 

Management Cycle 

Keenam strategi ini saling terkait dan memperkuat dalam ekosistem 

holistik yang tidak hanya mengatasi gejala tetapi menyasar akar penyebab 

secara simultan, menciptakan transformasi fundamental menuju budaya 

integritas berkelanjutan di mana setiap Insan KPK tidak hanya memahami 

nilai ISKPK tetapi juga meyakini, berperilaku sesuai, dan menjaga budaya 

integritas untuk generasi selanjutnya. 

B. Saran 

1. Bagi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi  

a. Mentransformasikan peran dari investigatif menjadi konsultatif-

preventif dengan membuka layanan konsultasi rahasia 24/7 melalui 

hotline, email terenkripsi, dan chatbot AI "Penasihat Etika" untuk 

konsultasi dilema etik secara real-time. 

b. Membangun dashboard monitoring real-time yang menampilkan 

leading indicator (prediktif) seperti pola perilaku berisiko, bukan hanya 

lagging indicator (pelanggaran yang sudah terjadi), dengan visualisasi 

heatmap risiko per unit dan individu. 

c. Mempublikasikan Buletin Etika bulanan dalam format digital menarik 

berisi analisis pola pelanggaran, studi kasus edukatif, tanya-jawab 

praktis, dan profil "Pahlawan Etika Bulan Ini" untuk transformasi 

transparansi menjadi media pembelajaran sistematis. 

d. Menyelenggarakan webinar kuartalan "Belajar dari Pelanggaran" 

menggunakan teknik deliberative polling, di mana peserta diminta 

memutuskan "apa yang akan Anda lakukan?" sebelum mengetahui 
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kasus aktual, meningkatkan kesadaran bahwa setiap pegawai bisa 

terjebak dalam situasi serupa. 

e. Mengembangkan gudang kasus dilema etik digital yang dapat dicari, 

berisi ratusan skenario dikategorisasikan berdasarkan tema, unit kerja, 

dan kompleksitas, lengkap dengan analisis aspek etis, rujukan pasal, 

dan rekomendasi tindakan terverifikasi. 

 

2. Bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 

a. Menanda tangani dan mempublikasikan Kontrak Etik Kepemimpinan 

yang memuat komitmen terukur dan konsekuensi pelanggaran, disertai 

komitmen menjalani audit etika tahunan dengan hasil yang 

dipublikasikan. 

b. Mengintegrasikan indikator kinerja etika minimal 30% dalam sistem 

penilaian kinerja pimpinan, mencakup hasil umpan balik 360 derajat, 

rekam jejak penanganan kasus di unit yang dipimpin, dan indeks 

persepsi pegawai terhadap keteladanan. 

c. Menerapkan prinsip zero tolerance dengan menetapkan sanksi lebih 

tegas bagi pimpinan yang melanggar kode etik dibandingkan pegawai 

biasa, untuk memulihkan fungsi keteladanan yang runtuh periode 2020-

2024. 

3. Bagi Inspektorat dan Sekretaris Jenderal 

a. Menyusun SOP Terintegrasi Tri-Partite dalam 3 bulan pertama dengan 

decision tree jelas tentang jalur penanganan (etik saja, etik+disiplin, 

atau etik+disiplin+pidana), dilengkapi protokol bahwa dalam 24 jam 

setelah pengaduan diterima, tiga entitas (Dewan Pengawas, Inspektorat, 

Kedeputian Penindakan) melakukan penilaian awal bersama. 

b. Mengimplementasikan sistem manajemen kasus digital terintegrasi 

yang dapat diakses ketiga entitas dengan status kasus real-time, 

protokol eskalasi otomatis berdasarkan kriteria objektif (pelanggaran 
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berulang, nilai penyalahgunaan anggaran), dan standardisasi template 

putusan. 

c. Mengintegrasikan penuh database izin etik dengan HRIS untuk 

pemblokiran otomatis promosi, mutasi, atau penugasan strategis jika 

pegawai sedang dalam investigasi atau menjalani sanksi, menjadikan 

integritas sebagai prasyarat mutlak dalam setiap tahapan talent 

management cycle. 

4. Bagi Media Massa 

a. Melaporkan secara berimbang dengan tidak hanya menyoroti kasus 

pelanggaran tetapi juga upaya perbaikan sistemik dan best practices 

yang dilakukan KPK dalam penegakan kode etik, untuk memberikan 

gambaran komprehensif. 

b. Menghormati proses hukum yang adil dengan tidak mempublikasikan 

identitas pegawai yang masih dalam tahap investigasi untuk melindungi 

asas praduga tak bersalah, sambil tetap melakukan pengawasan publik 

terhadap transparansi proses. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Memperdalam analisis dengan mengombinasikan teori Etzioni dengan 

teori-teori lain yang relevan. 

b. Melakukan penelitian yang membandingkan kondisi sebelum dan 

sesudah transformasi ASN secara lebih sistematis. 

c. Melakukan studi komparatif (comparative study) antara KPK dengan 

lembaga pemberantasan korupsi di negara-negara lain atau dengan 

lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia untuk mengidentifikasi 

best practices dalam penegakan kode etik internal. 
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